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BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH 

TAHUN 2011 NOMOR 7 

 

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH 
 

NOMOR  7 TAHUN 2011  
 

TENTANG 
 

PERPANJANGAN MASA DISPENSASI PENCATATAN KELAHIRAN  

YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA  SUNGAI PENUH, 
 

 
Menimbang : a.  bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan 

terhadap status pribadi dan status hukum atas Peristiwa 
Kependudukan perlu dilakukan tertib administrasi 
kependudukan melalui penyelenggaraan pendaftaran penduduk 
dan pencatatan sipil secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan 
berkesinambungan; 

 

b. bahwa untuk terlaksananya penyelenggaraan pendaftaran 
penduduk dan pencatatan sipil, serta untuk mendorong 
pencapaian semua anak Indonesia tercatat kelahirannya, perlu 
adanya dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran; 

 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 
a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Walikota Sungai Penuh 
tentang Perpanjangan Masa Dispensasi Pencatatan Kelahiran 
Yang Melampaui Batas Waktu 

   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3886); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4235); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53); 

SALINAN 
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4674); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871); 

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4736); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pembinaan   dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4593); 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang   
Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota(Lembaran 
Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik  Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan 
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 

12. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi 
dan Tata kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai 
Penuh 2010 Nomor 21); 

 

                              MEMUTUSKAN : 
 

   

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG   

PERPANJANGAN MASA DISPENSASI PENCATATAN 

KELAHIRAN YANG MELAMPAUI BATAS. 
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B A B  I  
KETENTUAN UMUM 

    

Pasal 1 
    

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 

3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 

Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. 

6. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kota yang bertanggung jawab 
dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi 

Kependudukan. 

7. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Sungai Penuh. 

8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan 
penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui 
Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi 
Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan 

pembangunan sektor lain 

9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat 
tinggal di Indonesia. 

 10. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-
orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga 
Negara Indonesia. 

11. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh 
seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. 

12. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa 
Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang 
pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

  
 

 

BAB  II 
PENCATATAN KELAHIRAN 

    

Pasal 2 
    

(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau 
kuasanya kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran 
paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. 

    

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat 
Pencatatan Sipil  mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan 
Kutipan Akta Kelahiran tanpa dipungut biaya. 



Created on 2/9/2011 8:36:00 AMDinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja 

   

 

4

    
 

Bagian Pertama 

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu 
    

Pasal 3 
    

(1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang 
melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun 
sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan 
persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. 

  

(2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan 
Pengadilan Negeri. 

 
Bagian Kedua 

Perpanjangan Masa Dispensasi Kelahiran  

yang Melampaui Batas Waktu 
 

    

Pasal 4 
   

(1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), diberikan dispensasi selama 1 
(satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Walikota ini, untuk 
tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan 
kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). 

(2) Masa dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran yang semula berlaku sampai 
dengan Desember 2010 diperpanjang kembali sampai dengan akhir 
Desember 2011 

(3) Setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Walikota 
ini, maka pencatatan kelahiran yang melampui batas waktu dikenakan tata 
cara dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat 
(2). 

 
BAB VI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 
   

Pasal 5 
   

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala 
Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
   
   
    
    



Created on 2/9/2011 8:36:00 AMDinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja 

   

 

5

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

   

Pasal 6 
    

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh. 

 

 

Ditetapkan di Sungai Penuh 
pada tanggal 23  Maret  2011 
 

   Pj. WALIKOTA SUNGAI PENUH, 

 

               ttd 
 

     H. AKMAL THAIB 

 
 
 
Diundangkan di Sungai Penuh 
pada tanggal 23 Maret 2011 

 
SEKRETARIS DAERAH  

KOTA SUNGAI PENUH, 
 

 
ARFENSA SALAM, SE 

Pembina Utama Madya 
NIP. 19620807 199003 1 008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH 

NOMOR 7 TAHUN 2011 
 


